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PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

“Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik
yang Cepat, Tepat, Transparan, dan Akuntabel *

TRANSPARAN AKUNTABEL INFORMATIF PROFESIONAI\
Informasi terbuka Dikelola secara Informasi akurat Pelayanan prima,

untuk semua bertanggung jawab dan mudah diakses cepat dan tepat

9 DASAR HUKUM . TUGAS PPID JENIS INFORMASI PUBLIK
o Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Mengelola dan mendokumentasikan ' INFORMASI BERKALA
tentang Keterbukaan Informasi Publik informasi publik. Informasi yang disediakan dan

] diperbarui secara berkala.
e Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomeor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Menghimpun informasi dari
seluruh unit kerja.

INFORMASI TERSEDIA
Menyediakan dan memberikan G SETIAP SAAT

layanan informasi kepada masyarakat. Informasiiyang dapat diaksas

Peraturan Komisi Informasi Nomer 1 Tahun 2021 setiap saat oleh publik.

tentang Standar Layanan Informasi Publik
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Melakukan pengujian kensekuensi
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terhadap informasi yang dikecualikan. INFORMASI SERTA MERTA

a Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 Informasi yang harus disediakan

tentang Pelayanan Publik Mengelola arsip dan dokumentasi segera karena sifatnya mendesak

) 1 informasi publik. dan penting.

9 Peraturan Menteri Dalar Negeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Menyusun laporan layanan INFORMAS! YANG

Informasi dan Dokumentasi Kementerian infermasi publik secara berkala. DIKECUALIKAN

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Informasi yang dikecualikan sesuai

dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

TUJUAN PPID

Menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik.
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TERBUKA,

PELAYANAN
BERKUALITAS

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan,

Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah.
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Meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah.




